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BUPATI KONAWE UTARA

bahwa penyelenggaraan pendidikanr di daerah merupakan
kewenangan don kewqjiban Pemerintah Daerah yang mampu
menjamin percepatan pemerataon kesempoatan memperoleh
pelayanan pendidikan yang bermutu;

bahwa dalam rcmg,h‘u memenuhi penyelenggaraan pendidikan
gratis dan melengha@ kRekurangan Bantuan Operasional Sekolah
{(BOS) dari Pemeq[ tah Pusat, maka periu adanya Bantuan
Operasional Seho!qrr;. aerch (BOSDA) Kabupaten Konawe Utara;
bahwa berdasurhq_n.,;pemmbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Igl_knis Penggunaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah Daerah (BQ:éDA) deupaten Konawe Ltara.

Undang-undang liiémor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4301);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesic Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negura
Republik Indonesia NOmor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437);



10.
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Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
K_eucmgcm ontara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republir lasionesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Qébublih Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang Newnor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negozra.Rgpublih Indonesic Nomor 4686);
Undang-undang Ngmmor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe- Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran NegarafRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaraii Negara Republik Indonesia Nomor4389);
Peraturan Pemerinf’éh Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Né“garcx Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 3763);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah {Lembaran Negdra Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor3d7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3412}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturon
Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 19;:}8 Nomeor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia ;?§Iomor 3764);

Peraturan Pemerir_ift_;h Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidihaﬁ;z

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2095 Nomor 40, Tambahan Lemboran Negara
Republik Indonesia l%omor 4578);

Peraturan Pemerintc;h Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintoh Pusat, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia
Nomord741); '
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waijib
Belajar {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republir Indonesia Nomor
4863);

Peraturan Pemerint_éh{ Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambqk;.ar‘n Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864); "

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 201@ Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia P{émor 5105);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indconesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikkan Dasar;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Menteri_ Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubohan Atas
Peraturan Menteri -:Piendidihqn Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar ﬁglayanan Minimal Pendidikan Dasar di

Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI Ké_NAWE UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PENGéUNAAN DANA BANTUAN OPRERASIONAL
SEKOLAH DAERAH (BOSDA)

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;
Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah

program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah

1.

Daerah Kabupaten Konawe Utara kepoda sotuan pendidikan formal jenjang

pendidikan dasar dan menengah.
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. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan pada Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Sekolah Menengah Pertoma
(SMP)/sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat.

. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD)/sederajat
dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat.

. Pendidikan Menengah adalah pendidi{gdn yang berbentuk Sekolah Menengah Atas
(SMA)/sederdaijat. | |

5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemeriﬁ;bh Daerah Kabupaten Konawe Utara.

. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kcibupqten adalah instansi yang bertanggung

jowab atas penyelenggaraan pendidikan!di Kabupaten Konawe Utara.

P_qscl 2

. Pemberian BOSDA dimaksudkan unﬁi}h memenuhi kekurangan dan melenghapi

keperuntukkon Biaya Operasional %Seholah (BOS) yang dialokasikan oleh

Pemerintah Pusat melatui Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Pemberian BOSDA bertujuan untuk :

a. Meningkatkan kuglitas dan akses pendidikan baik pada Pendidikan Dasar
maupun Pendidikan Menengah.

b. Meringankan beban biaya opersionai sekolah yang ditanggung siswa baik pada

Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah.

Pasal 3

. BOSDA diberikan kepada satuan pendidikan pada tingkat Pendidikan Dasar
maupun Pendidikan Menengah baik Negerf maupun Swasta.

. Penetapan sekolah penerima BOSDA, yang memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan deggan Keputusan Bupati.

Pasal 4
Besar biaya BOSDA yang akan diterimal'.rf'_:tﬂf@f?eh satuan pendidikan/sekolah pada semua
tingkatan dihitung berdasarkan jumiah siswa masing-masing sekolah yang besarnya

telah ditentukan dalam lampiran konseptual peratfuran ini (Bab I point ¢ ayat 2).

Dé_sals
1. Dinas Pendidiran don Kebudayaan dl Kabupaten melaksanakan pengelolaan
program BOSDA untuk semua tinghafuh pendidikan.
2. Tugas dan tonggung joawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Menetapkan alokasi dana BOSDA.
b. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program.
Melakukan pendataan penerima bantuan, dan

d. Menydalurkan dana BOSDA kepada satuan pendidikan.,



Pasal 6
1. Pemerintah Kabupaten memberikan dana BOSDA kepada satuan pendidikan
melalui alokasi dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe Utara.
2. Tata cara pemberian BOSDA dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Dalom
Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Tahun 2012, '

Pysal 7
Penyaluran dana BOSDA kepada saﬂ-’;&n' pendidiﬁan dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Idﬁqpiran konseptual peraturan ini (Bab | point
d ayat 1). '

Pdsal 8
1. Satuan pendidikan wajib mencatat dfé{na BOSDA sebagai salah satu penerimaan
dalam RKAS/RAPBS.
2. Dana BOSDA digunakan satuan pendidikan untuk :

a. Pembiayaan Regiatan operasionai sekolah (personalia dan non personalia)
dalam meningkatkan kudlitas pendidikan pada semua tingkatan pendidikan,
yang meliputi ;

1. Biaya pas photo ijazah siswa.
Biaya operasional pengelolaan BOSDA.
Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) dan termasuk biaya penulisan ijazah.
Biaya kegiatan pengembangan diri/ekstrakurikuler/kesiswaan/OSIS,
Biaya kegiatan pembelajaran tambahan dan uji coba Ujion Nasional.
Biaya pembelion buku LKS siswer
Biaya kegiatan seleksi dan lomba bidang kreaktifitas siswa, akademik,

N o uwop owop

olahraga dan seni pada tingkat i:{abupat.en, Provinsi dan Nasional.
8. Biaya pengembangan profesi gunu (KKG-MGMP). .

b. Apabila terdapat sisa dana ahibq_t".efesiensi dan seluruh kegiatan operasional
tercukupi, maka sisa dana dapat’ dimanfaatkan untuk membeli alat peraga
pendidikan dan alat bantu pembelgjaran dan penataan lingkungan sekolah
dengan persetujucan Dewan Guru dan Komite Sekolah yang dituangkan dalam
berita acara. .;

3. Dalam hal terdapat sisa dana q;!:}hbat kelebihan penyaluran dana  wajib

dikembalikan ke Kas Daerah.

Posal 9
Dana BOSDA dilarang untuk digunakan diluar ketentuan yang teiah termuat dalam

lampiran konseptual peraturan ini (Bab IV point b).
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Pasal 10
Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan dan Kebudoyaan Kabupaten

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
Satuan Pendidikan penerima BOSDA wajib melaporkan dan
mempertanggungjawabkan penggunaan rdana BOSDA kepada Bupati melalui Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan chupaten;ﬁengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi
berupa ringkasan pemanfaatan dana ;\éé&SDA sesuai dengan format laporan yang

termuat dalam lampiran konseptual perﬁﬁ@ran ini (Bab V point a ayat 2).
L 4

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuhéperencdnqan, Penetapan, Pelaksanaan dan
Evaluasi BOSDA Tahun 2013. =
Agar setiap orang mengetahuinya memeri%tahhan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Dqé_rah Kabupaten Konawe Utara.,

Ditetapkan Di 2 anggudu
~'lo -~ -

Pada Tanggal  : ~=~ -7 o3/3

UPATI K WE UTARA .{i 4(

/

Drs. H. ASWAD SULAIM ' P, M.5i.

Diundangkan Di Q}Jk_)@%ggdu
Pada Tanggal t.o— " /3

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA ¥ .

H. ABUHAERA, 5.50s, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c 1‘
NIP. 130 931 593

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE-UTARA TAHUN 2013
NOMOR: 32



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN

2013

BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belahang

Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional
mengamanatkan bahwa setiap wa{f(u negara yang berusia 7 — 15 tahun wajib
mengikuti pendidikan dasar, Pasal 34@. yat 2 menyebuthan bahwa Pemerintah dan
Pemerintah Daerah menjamin terée.enggarqnya wajib belagjar minimal pada
jenjang pendidikan dasar tanpa memungut ‘bioya, dalam ayat 3 menyebutkan
bahwa wajib belajor merupakan tdnégung jawab Negara yang diselenggarakan
oleh lembaga pendidikan pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Konsekuensi dari aomanah undang’}i;.mdang tersebut adalah Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib memberil&qn layanan pendidikan bagi seluruh peserta
didik pada tingkat Pendidikan Dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain
yang sederajat. Untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi keperuntukan
biaya operasional sekolah yang dialokasikon oleh Pemerintah Pusat melalui
Anggaran dan Pendopatan Belanja Negara (APBN), moaka Pemerintah
Hobupaten Konawe Utara melalui Anggaran dan Pendapatan Bela\nja Daerah
(APBD) tahun 2013 diprogramkan dona BOSDA bagi Sekolah 'SD/sederajat,
SMP/sederajat, dan SMA/sederajat Negeri.

B. Pengertian
BOSDA adalch program Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara yang pada
dasarnya ‘adalah untuk menvediakan pendonaan biaya operasional baik
personalia maupun non personaliGj bagi satuan pendidikan dasar maupun
menengah dalom upaya memenuhi‘zﬁehuwngan atau melengkapi keperuntukan
pembiayaan dari Dana Bantuan Op:;';}fhsional Sekolah (BOS) yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Pusat malalui APBA,
C. Tujuan dan Sasaran I'
1. Tujuan Bantuan Operasional Sekelah Daerah (BOSDA) :

d. Secarg umum ‘program BOSDA bertujuan untuk meringankan beban
masyarakat terhadap pembidgaan pendidikan dalam rangka wajib belajar
Pendidikan Menengah 12 tahun yang bermutu.

b. Secara khusus program BOSDA bertujuan untuk membebaskan pungutan
bagi seluruh siswa terhadap biaya operasional sekolah doan membebaskan
para siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun di sekolah

negeri maupun sekolah swasta.



2.

Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran BOSDA adalah semua :Sekolah -SD/sederajat, SMP/sederajat, dan
SMA/sederajat Negeri.

Besar biaya bantuan BOSDA dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. SD/sederajat :  Rp. 250,000/Siswa/Tahun
b. SMP/sederajat _ :  Rp. 350,000/Siswa/Tahun
¢. SMA/sedergjat :  Rp. 450,000/Siswa/Tahun

D. Waktu Penyaluran Dana

1.

Dana BOSDA diberikan selama ,:_“r;é_';bulan yaitu mulai Bulan Januari s/d Bulan
Desember yang-disalurkan dcxlam‘_r:;-\( dua) tahap :

a. Tahap | Periode Bulan Jcnuari_i!s,,sa Bulan Juni

b. Tahap il Periede Bulan juli s/d;B‘lulqn Desember

Penyaluran BOSDA kepada sa_t_j,i_ép:‘n pendidikran penerima BOSDA dilakukan
melalui transfer rekening sekolah.

Pengambilan dana BOSDA d.‘illahuhan oleh bendahara sekolah atas
persetujuan Kepala Sekolah dafpl dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan dengan menyisahhanﬂ saldo minimum sesuai peraturan yong
beriaku.

Dana BOSDA harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan melakukan pemotongan atau punguton dengan alasan

apapun dan oleh pihak manapun,

BAB Il
IMPLEMENTASI BOSDA

A. Sekolah Penerima BOSDA

1.

v

Semua sekolah yang menerima. BOSDA harus mengikuti pedoman BOSDA
yang telagh ditetapkan oleh Peme_r._ifhtcah Daerah.

Semua sekolah penerima BOSbA dilarang melakukan pungutan kepada
orang tua/ wali siswa. |

Sekolah dapat menerima sumbdﬁgan dari masyarakat dan orang tua siswa
yang mampu untuk memenuhi  kekurangan biaya yang diperlukan oleh
sekolah. Sumbangan dapat berupa uang atau barang/jasa yang bersifat
sukarela, tidak memaksa, tido:ia mengikat, dan tidak ditentukan jumlah
maupun jangka waktu pemberiannya.

Kepala Sekolah penerima BOSDA menjamin semua siswa yang akan lulus
dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kepala Sekolah harus mengelola dana BOSDA secara transparan dan

akuntabel.



6. Dana BOSDA diterima oleh Kepala Sekolah secara utuh dan dikelola dengan

melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah.

B. Program BOSDA

1. BOSDA menjadi sarana untuk meningkatkan pendidikan sampai pada jenjang
pendidikan menengah yang bermutu.

2. BOSDA memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekoloh
karena alasan ekonomi seperti ; tidak mampu membeli alat tulis sekolah dan
biaya-biaya lainnya.,

BOSDA dikelola secara utuh, mandiri, proporsional, transparan dan akuntabel.

4. BOSDA memberikan kepastian bahwa sémua lulusan Seholah Dasar dapat
melanjutkan pendidikan ke tinggggt Sekolah Menengah Pertama don semua
lulusan Sekolah Menengah Pertumg dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat
Sekolah Menengah Atas. .

BABI
ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi  pelaksana BOSDA  meliputi v:_:‘Tim Pengarah dan Tim Manajemen di
Kabupaten dan di Sekolah. !
A. Tim Pengarah BOSDA Kabupaten

Organisasi pelaksana BOSDA yang masuk dalam tim pengarah adalah :

1. Bupati Konawe Utara

2. Wahkil Bupati Konawe Utara

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara

B. Tim Manejemen BOSDA Kabupaten
Organisasi pelaksana BOSDA yang masuk dalam Tim Manejemen adalah :
1. Penanggungjc;wab vaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Utara.

2, Pelaksana yang terdiri dari :

d. Manejer

b. Sekretaris

¢. Bendahara | .

d. Unit Pendataan SD/sederajat:;jIcn SMP/sederajat
e. Unit Pendataan SMA/sederaj@:?;

f.  Unit Monitoring dan Evaluasi

3. Tugas dan tanggungjawab Tim Meanejemen BOSDA Kabupaten :
a. Membimbing sekolah daldm memasukkan Data Pokok Pendidikan
(DAPODIK) sesuai formulir BOS.
b. Melakukan rekonsiliasi dan vé‘rifihasi data dari sekolah.
¢. Melakukan sosialisasi/pelatihan Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan

Maosyarakat tentang program BOSDA.
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Mengusulkan penetapan s_é{iplah penerima BOSDA dengan Keputusan
Bupati.

Mencairkan dana dari Kas Daerah he< rekening sekolah.

Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalom pengelolaan dan
pelaporan dana BOSDA.

Melakukan monitoring dan evaluasi.

Mengumpulkan don merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana

BOSDA dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada kepala SKPD.

Organisasi  pelaksana BOSDA  Kabupaten diangkat berdasarkan  Surat

Keputusan Bupati Konawe Utara.

C. Tim Manejemen BOSDA Sekolah

1.

2.

Penanggungjawab yaitu Kepala Sekolah

Pelaksana yang terdiri dari : ‘
a. Bendahara BOSDA (unsur stafiguru)
b. Anggeta satu orang dari unsur orang tua siswa yang ditunjuk oleh Kepala

Sekolah dan Komite Sekolah. |

Tugas dan tanggungjawab Tim Manejemen BOSDA sekolah :

a.
b.

o

Mengisi dan mengirimkan Data Pokok Pendidikan.

Membuat RKAS

Memverifikasi jumlah dana :ycng diterima dengan data siswa penerima
BOSDA.

Menggelola dana BOSDA secara transparan dan akuntabel.
Mengumurmkan  besaran  dana yang diterima  dan  rencana
penggunaannya.

Bertanggungjowab secara formal dan material atas penggunoan dana
BOSDA yang diterimanya.

Melakukaon pembukaan secara tertib.

Memberikan pelayanan dan  penanganan  terhadap pengaduan
masyarakat.

Menandatangani surat pernyataan tanggungjowob yang menyatakan

bohwa dana BOSDA yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan

JUKNIS.

Tim manejemen BOSDA sekolgh diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kéb'udayaan Kabupaten Konawe Utara.
Tata tertib yang harus giikuti Tim ‘Manejemen BOSDA Sekolah adalah :

a.
b.

Memastikan keakuratan da-t,u' yang diisi dan dilaporkan.

Menginformasikan secarg tgrtulis rekapitulasi penerimaon dana BOSDA
kepada orang tua siswa setiﬁ}é» semester pada saat penyerahan buku rapor.
Bersedia diaudit oleh Iembciga yang berwenang terhadap seluruh dana

yang dikelola sekolah, baik dari dana BOSDA maupun dari sumber lain.
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BAB IV
PENGGUNAARN DANA BOSDA

Komponen Pembiayaan

No.

Komponen Pembiayaan ltern Pembiayaan

Persentase

Membantu Siswa Kurang Mampu | -  Biaya Pas Photo ljazah Slswa
Yang Mengikuti Ujian dan Telah
Lutus Ujian

~ Biaya transportasi siswa miskin

Maksimal 5 %

Pengembangan Perpustckaan | - Pembellan Buku LKS Siswa

' [| = Pengayaan Buku-buku
Perpustakaan dan Lgngganan
Publikasi

Maksimal 20 %

Bahan Habis Pakal - Pengadaan Bahan Praktikum
- Alat Tulls Kantor (ATK)
- Pengadaan Papan Data

Maksimal 10 %

KKG/MGMP
- KKS/MKKS
Seleksi Guru Prestasi

Pengembangan Profesi Guru

Maksimal 10 %

Kegiatan Pembelajaran Pembeldgjaran Tambahan

Tambahan ~ . Remedial

dan Ekstrakurikuler “ Pengayaan

= Kegiatan Olahraga, Kesenian,
Karya limiah Remaja, Pramuka

-, Padlang Merah Remaja

| = UKS

Maksimal 20 %

Pembinaan Kesiswaan | - Kegiatan Seleksi dan Lomba-
~lomba

¥ O25N

= OSN

i Seni dan Karikatur

<«" Cerdas Cermat

- Kegiatan QSIS

- LDK

- Lomba Sehkolah Sehat

Maksimal 15 %

Cperasional Pengelola BOSDA - Alat Tulis Kantor

- Penggandaan Laporan

- Insentif Bendahara

- Transportasi Bendahara dalam
mengambil dana di Bank

Mahsimal 5 %
dari Anggaran

Pembayaran Honorarium | - Operator Komputer Dapodik di
Bulanan ; Sekolah

- Pegawai Perpustakaan

- Penjaga Sekolah

~ Pegawai Kebersihan

Maksimal 10 %

Kegiatan Lainnya Jika Masih | - Kegiatan Ramah Tamah

Tersisa Dana Penamatan Siswa

~ Peringatan Hari-hari Besar
Naslonal dan Keagomaan

Maksimal 5 %

Larangan Penggunaan Dana BOSDA,-édalah sbb:

1.
2,
3,

Disimpan dengan maksud dibunggkan,
Dipinjamkan hépada pihak lain,

Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas dan memerlukan biaya

besar, misalnya; Study Banding, Karya Wisata dan sejenisnya.

Membayar bonus dan transportasi untuk guru,

Membeli pakaian seragam guru efqn siswa untuk kepentingan pribadi.

Digunakan untuk rehabilitasi beréxt, sedang dan ringan gedung kantor.




Membangun gedung ruangan baru.
Menanamkan saham. -

Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah secara pénuh dan wajar.

Melakukan suatu kegiotan pembelanjaan dan atau pembiayaan kegiatan
lainnya yang belum sempat disebutkan dalam point (1) sampai dengan point
(9) tersebut di atas tanpa melakukan konsultasi dengan Tim Manejemen

BOSDA Kabupaten Konawe Utara.

BABIV
MONITORING DAN EVALUASI

a. Monitoring dan evaluasi ditujukan untuk memantau penyaluran dan penggunaan

dana di tingkat sekolah dalam rangka melakukon pemantauan, permbinacn dan

penyelesaian masalah dalam pelaksanadn program BOSDA.,

b, Monitoring dilaksanakan pada saat péﬁyaluran dana dan pasca penyaluran dona

melalui kunjungan lapangan yang akanmelibatkan pengawas sekolah.

¢. Monitoring ditujukan untuk memantad pengaturan dana, penyerapan dana don

penggunaan dana BOSDA yang sesuai dengan ketentuan peraturan yvang berlaku.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN KEUANGAN

A. Pelapeoran

1

Tim Teknis Kabupaten
Secara umum hal-hal yang dilaporkan adalah daftar sekolah penerima

bantuan, penyaluran dan penyerapan dana, pemanfaatan dana, pertanggung

jawaban keuangan serta hasii monitoring dan evaluasi dan pengaduan

masyarakat.

Tingkat sekolah penerima bantuan BOSDA

Sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan BOSDA di sekolah, hal-hal

yang dilaporkan adalah :

Q.

RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah)

RKAS ditanda tangani Kepala Seholdh don Komite Sekolah, RKAS dibuat
setahun sekali dan dapat direvisi pada semester kedua disesuaikan dengan
kondisi dankebutuhan sekolah. |

Pembukuan yang berupa bukl kas umum, buku Ras pembantu, buku
pembantu bank dan buku pajak terkait dengan pembukuan.

Realisasi penggunaon dana ticﬁ ‘semester dua,

Laporan ini disusun berdasarkan buku kas umum.

Laporan ini dibuat triwulan yang ditanda tangani oleh bendahara dan
kepala sekolah dan diketahui glgh komite sekolah.

Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab.



d. Rekapitulasi realisasi penggunaan‘dana BOSDA yang meliputi semua laporan
penggunaan dana BOSDA yang disusun berdasarkan RKAS, laporan ini
dibuat triwulan dan ditanda tangani oléh Bendahara, Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah. (

e. Bukti Pengeluaran :

- Setiap tranksaksi pengeluaran harus didukung bukti kwitansi yang sah.

- Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai
sesuai dengan ketentuan bea materai, untuk transaksi nominal Rp.
250.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dikenai bea materai Rp.
3.000,- dan transaksi nilai nominal di atas Rp. 1.000.000,- dikenai bea
materai Rp. 6.000,-

- Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara BOSDA

sebagai tanda bukti dan bahan pelaporan.

B. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggung jawaban dibuat rangkap 2 (dua) dijilid dan

disampaikan kepada Bupati Konawe Utara melalui Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.

BABWI
PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI

Pengawasan

Pengawasan program BOSDA meliputi :

Q.

Pengawasan melekat yang dilcxht_{han oleh Tim Monitoring bersama Pengawas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara akan
melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksonaan program dan
penggunaan dana BOSDA.

Pengawasan fungsional intemal oleh Inspektorat Daerah Provinsi di Kabupaten
Konawe Utara dan BPKP dengan melakukon audit sesuai dengan kebutuhan
lembaga atau permintaan instansi yang akan di audit.

Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program
BOSDA oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat di

Kabupaten Konawe Utara,

B. Sanksi
Sanksi terhadap ppenyalahgunaan Wwewenang yang dapat merugikan Negara

akan dijatuhkan oleh aparat pejabg‘i yang berwenang. Sanksi kepada oknum

yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dolam berbagai bentuk misalnya :

a.

Penerapan sanksi kepegawaian s¢suai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,
Penerapan tuntutan perbendaharaan dang anti rugi, yaitu dana BOSDA yang

disalahgunakkan dikembalikan ke kas daerah.

Mo



¢. Penerapan proses hukum sesuai dé;igqn ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Petunjuk teknis pengelolaan program dan penggunaan BOSDA ini merupakan
acuan dan panduan yang harus ditaati da‘n dipatuhi dalam implementasi pengelolaan
dana BOSDA Kabupaten Konawe Utara. l?.é]ahsomaan program BOSDA ini diharapkan
dapat meningkatkan ‘APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi
Murid) mulai jenjang sekolah SD/sederajat, SMP/sederajat dan SMA/sederajat, serta
dapat meningkatkan kualitas dan muts pendidikan di Kabupaten Konawe Utara.

Dengan demikian pengelolaan program BOSDA ini diharapkan dapat membawa
perubahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya

manusia di Kabupaten Konawe Utara,

llBUPATI KONAWE UTARA, 4 lf/
/

Drs. H. ASWADWSULAIMAN P, M.Si.




